l?\ L-od-023
FUNGSI POLISI DALAM OTONOMI DAERAH
| Aris Budiman
Pendahuiuan. L
Pada masa, pememntahan orde baru, Jakarta tidak lebih dari ‘Bata\ua pada
zaman kolonial, memandang rendah daerah bahkan menjadzkan daerah’ obyek
eksploitasi. Kibijakan-kebijakan publik bersifat nasional ditentukan oleh sebagian
kecil orang di Jakarta dan masyarakat daerah diwajibkan menyu};_s'qgkaﬁnya
Rekruitmen pejabat politik lokal ditentukan sepenuhnya oleh orang Jakarta
khususnya pejabat Departemen Dalam Negeri untuk jabatan wa]_;'.l_q_j_'_i b Pau
sekretaris wilayah daerah dan kepala dinas di propinsi, sementara untuk “jabatan
aubemur dxtentukan oleh Departemen Dalam Negeri, Markas Besar TNI dan
Sekretariat Negara. Tidak hanya i, segala bentuk peraturan daerah harus d}&.ahkdn

oleh Depariemen Dalam Negert. Semuanya mengandung elemen korupsi dan koiusI
(Syaukani, Gaffar & Rasyid, 2002).

Pemusatan kekuasaan di Jakarta seperti pada masa pemerintahan Orde Baru
tersebut merupakan ciri state-centerd bureaucracy yang memang berfungsi
instruktif (Hoessein, 1998). Pemerintahan dengan cird state-centered bureaucracy
ini cenderung uniuk menjadi otoriter dan despotik, yang hanva dikuasai oleh

segelintir oknum-oknum pejabat otoriter dan militer yang mempunyai kepentingan-

kepentingan ekonomi melalui kekoasaan dan legitimasi penguasaan yang
dipunyainya. Legitimasi dilakukan dengan mengatasnamakan konstitusi atau
undang-undang dasar atau juga melalui kebijakan-kebijakan politik. Untuk
kepentingan ekonominya, mereka menggunakan para kroninya untuk
mengeksploitasi sumber-sumber daya alam yang berada di wilayah-wilayah ulayat
sukubangsa-sukubangsa di Indonesia (Suparlan, 2000).

Sebagai bagian dari birokrasi pemeriniahan orde baru, Polri sebenarnya juga
tidak berbeda dengan birokrasi pemerintahan lainnya yang dikooptasi oleh penguasa
orde baru. Pejabat-pejabat Polri pada saat ita sulit untuk dikatakan tidak tergantung
kepada penguasa orde baru, apalagi pada saat itu Polri secara institusional berada
dibawah kendali militert/ABRI, yang tidak lain adalah pilar yang menjadi penyangga
pemerintahan orde baru. Akibatnya dapat diduga, Polri sulit melaksanakan
fungsinya secara normal untuk melayani masyarakat, kebijakan-kebijakan
pimpinan Polri harus sejalan dengan kebijakan penguasa pemerintahan orde baru
dan militer. Kebijakan-kebijakan yang sebenarnya lebih banyak digunakan untak
melegitimasi kebijakan-kebijakan penguasa pemerintahan orde baru.
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Kejaiuhan kekuasaan pemerintahan orde baru telah memunculkan semangat
baru bagi banosa Indonesia untuk melaksanakan pemerintahan yang lebih
demokratis. Dxuudanokannya Undancv-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemermtah'm Daerah dapat dilihat sebagai upaya untuk membangun kehidupan
yang lebih demokratis melalui pengurangan dominasi pusat dan oknum-oknum
pejabatnya sebacmmana dllakukan pemenntahan orde baru. Undang-undang ini
dapat Jjuga dilihat ‘scbagai wpaya pemerintah nntuk memberdayakan dan
membangun komuniti-komuniti atau masya.mkat—masyaram sukubangsa seterpat
untuk menvembailgkan kebudaydan mereka dan dalam mengelola Gumbmdqya
setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka Pemeritahan demokr: atis yancr
diha1 ap}.an dapat membentuk masyarakat yang madam {civil society).

Kebgakan cmermtah pusat dalam masalah otonomi dacrah akan ber dampak
pula kepada Polri sebag gai bagian dari birokrasi pemerintahan negara. Polri
kemudian dituntut untuk melakukan perubahan orientasi tugas yang selama ini
sering menjadi alat legitimasi tindakan-tindakan represif penguasa pemerintahan
Orde Baru, menjadi satuan kepolisian yang menekankan fungsinya untuk melayani
kebutuhan masyarakat akan perasaan aman melalui akufitas-aktifitas pemeliharaan
keteraturan sosial dan penegakan hukum. Orientasi tugas yang menunjukkan
sebagai satuan kepolisian yang lebih menonjolkan perannya pada aktifitas-aktifitas
preventif dengan penekanan kepada pemecahan masalah (problem solving).
Demikian pula dengan orientasi kebijakan-kebijakan pemolisian yang bersifat
sentralistik menjadi lebih desentralis dengan penekanan pemolisian pada satuan
pelaksana di tingkat Polres sebagai kesatuan opersional dasar (basic police unir).

Dalam tulisan ini, saya ingin menunjukkan bahwa Polri perlu melakukan
perubahan orientasi dalam melaksanakan tugasnya untuk mampu mengantisipasi
tantangan tugas yang semakin berat. Perubahan orientasi tidak hanya pada tugas-
tugas operasion'al kepolisian di lapangan, tetapi juga menyangkut pembenahan
organisasi dan manajemen Polri untuk mengimbangi kebijakan otonomi daerah.
Tugas berat Polri untuk mengimbangi kebijakan pemerintah di bidang otonomi
daerah yang cenderung disalah-artikan oleh masyarakai- ~masyarakat sukubangsa
setempat scbagai kebijakan yang hanya ditujukan untuk memberdayakan dan
menjadi hak sukibangsa-sukubangsa asli setempat. Pemahaman ini kemudian
melahirkan perlakuan yang diskriminatif terhadap warga sukubangsa yang tidak
asli setempat walaupun yang bersangkutan lahir, besar dan bekerja di daerah
tersebut. Pemahaman sempit ini menjadi riskan karena dalam memperebutkan
berbagai sumber daya setempat, berbagai sukubangsa dapat mengaktifkan
kesukubangsaan mereka sebagai kohesi sosial untuk menggalang solidaritas
diantara warga sukubangsa yang berujung pada konflik antar- -sulkubangsa dan
cenderung menjadi pemicu disintegrasi bangsa Indonesia,
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2 Masa%ah Masyarakat Majemuk indonesia.

Da}am talanan negam yanw demolu ms ada ti ga unsur yang mendasar ddl‘i._
sakmi sebagai plldr demokrasi yaitu mdmdu komuniti, dan negara’. Ketiga unsur,
yano mendaw dan sakral tersebut selatu berada dalam keadaan konflik Kepentingan
atau bclalﬁ dalam proses persaingan untuk saling mengalahkan, tetapi salah satu
dqn_k_{_,_[_;ga;j;ya.uda}; dapat dikalahkan secara absolut, karena ketiga-tiganya harus
dalam _k__eada_aﬁ seimbang secara absolut, untuk dapat tercapainya kesejahteraan
dan kemajuan masyarakatnya (Suparlan, 1999). Sebab kehidupan demokrasi pada
da"séi*'n A éidalah kébudayaan konflik yang menckankan pada perolehan sesiatn
melalui persaingan. Persaingan yang juga melalui aturan-aturan main atau hukum
yang adil dan beradab. Sehingga konfhik dalam demokrasi sebenarnya bu \mlah
Konf }ﬂ\ untuk saling menghancurkan tetapi untuk saling memer 1ksa guna
lcrwmucﬁnva }\ecslmbanﬂan {check and balances).

Pada masa ldlu tatanan negara kndonesia tidak dapat dikatakan demokratis
karena begitu kuatnya dorinasi negara terhadap kedua unsur yang fain yaity
komunisi dan individa. Pemerintaban orde lama dibawah Presiden Sockamo demi
mempertahankan keutuhan negara dan semangat nasionalisme, melakukan
pelarangan terhadap berbagai aktifitas yang mengkaji masalah-masalah
sukubangsa dan kesukubangsaan. Sehingga akufitas yang mengkaji masalah-
masalah sukubangsa dan kesukubangsaan, dilarang anivk difaksanakan,

Pada masa pemerintahan orde baru dibawah Presiden Suharto, disamping
melakukan pelarangan terhadap penggunaan sukubangsa sebagal acuan
kepentingan politik, juga melakukan pelarangan penggunaan potensi dari agamsa
dan ras yvang dikenal dengan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan),
Pelarangan dilakukan dengan represif melalui pengunaan kekuatan militer vang
otoriter. Pelarangan vang hanya meredam untuk sementarg waku pergolakan
primodial vang dirasakan sebagai tantangan terhadap hegemeni kekunasaan
pemerintaban Presiden Subarto.

Pemerintahan Presiden Subarte inerupakan pemeriniahan yvang otoriter dan
militeristik. Pemerintahan yang melakukan diskriminasi terhadap mereka vang
digolongkan kedalam ekstrim kiri ataun tidak bersih lingkungan, dan yang
digolongkan ekirim kanan atau kalangan agamawan yang mengioritik pemenintahan
Presiden Suharto. Tetapi dilain pihak, pemerintahan ini juga memberikan fasilitas
berlebih kepada mereka-mereka vang digolongkan sebagai kroni seperti pengusaha
yang menjadi kongiomeral, pejabat-pejabat partai yang mendukung pemerintah,
pejabat-pejabat sipil dan militer, keluarga.
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Kekuasaan yang absolut tersebut merupakan kekuasaan yang korup baik

secara sosial, ekonomi, ‘politik dan moral. Pembenarannya dilakukan den gan
menggunakan simbol-simbol dan metafor-metafor keagamaan yang relevan oleh
pejabat-pejabat keagamaan dalam ber bagai upacara keagamaan dan upacara sosial.
- Bila hal ini dirasakan tidak cukup, maka militer mengadakan penindasan den gan
mencari alasan pembenaran untuk menjusiifikasi tindakannya, vaitu dengan
riencari kambing hitam musub bersama PKI, atau sisa orde lama, ekstrim kanan
atau ekstr;m Kiri (Supaalan 2001).

'Kekuasaan pemerintahan yang demikian absolut ini, yang merupakan
gambamn atau refleksi daii sistem nasional, disalahgunakan pula oleh para kroni
untuk :menguasai secara absolut sukubangsa dan tempat-tempat umum.
. Pemenn‘aahdn Lyang. komp mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan -
para kroni mereka untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber-sumber daya
yang merupakan hak ulayat sukubangsa-sukubangsa yang ada di Indonesia, Hutan-
hutan yang selama ini merupakan tempat yang ada di sukubangsa untuk mencari
penghasilan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, kemudian dikuasai oleh
para pemilik HPH. Berdasarkan kebijakan pemerintah, hak ulayat mereka tidak
lagi menjadi milik mercka bahkan secara tragis ada diantara mereka yang diusir
atan ditangkap karcna mereka mengambil kayu di hutan yang selama ini memang
mernpakan wilayah ulayat mereka.

Demikian pula di kota-kota besar seperti Jakarta, sistem yang berlaku di
tempat-lempat umum telah dikuasai oleh para konglomerat atau perilik modal
besar, bahkan merambah masuk dan mampu mengatur sistem nasional yang jnstru
diharapkan berlaku adil dengan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya untuk
melayani masyarakat. Mereka mampu mengatur dengan memberi suatu imbalan
kepada para birokrat-birokrat yang korup untuk membuat suatu kebijakan yang
menguntungkan bagi mereka. Tidak hanya itu, mereka juga justru mampu lebih
jauh lagi memasuki sistem nasional, dengan jalan mengatur para pejabat-pejabat
tertentu untuk menempati suatu posisi jabatan tertenty yang dapat menguntungkan
mereka.

Aturan-aturan bisnis yang prinsipnya adalah tawar menawar, yang seharusnya
berlaku di tempat-tempat umum, justru digunakan untuk memasuki bahkan
mengatur sistem nasional. Akibatnya adalah semakin lemahnya sistem nasional.
Masyarakat termasuk masyarakat sukubangsa tidak lagi melihat sistem nasional
sebagai sistem yang dapat mengayomi dan melindungi mereka, tetapi justru menjadi
sistern yang mengeksploitasi dan merampas hak-hak mereka. Aturan-aturan atau
kebijakan-kebijakan nasional juga tidak lagi memiliki wibawa untak menjadi
pedoman dalam interaksi antar warga sukubangsa dan atau individu, sehingga
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yang ber laku sebawai pedoma.n dalam berbagai interaksi mereka adaiah prinsip .
tawar menawar keluatan (kekuatan uang, kekuatan fisik, dan kekuatan sosial).
Pada alxhxmya 0rang-orang yang 1 memiliki kekuatanlah (terutama kekuatan uang)
yang memahkx posisi tawar yang iebih ting g1 «dan dapat lllc_neptuka_n_ :-apa yang
dnnﬂnﬁ\annya T AR L

Kc_] dtLlhdH pemenniahm orde bdru d.Lde&h kehu&saam P; esud(,n Suhcu o yancv
militeristis dan otoriter, memberikan har apan bagi terbentuknya suatul pemenntahm
sipil yang demokratis dan bersih dari korupsi. Pemerintahan bare kemudian
. dibjeniuk_ dibawah Presiden Habibie, yvang sebelumnya merupakan Wakil Presiden
. Suharto.:Tetap: pemerintahan Presiden Habibie justru tidak mampu untuk
mé}aké_ana};an ‘harapan banyak orang tersebut. Primordialisme kesukubangsaan
~dankeagamaan justru berkembang. Feodalisme muncul-dalam bentuk bary yang -
diselimuti-oleh primodialisme kesukubangsaan dan keagamaan Islam. Demikian
pula halnya dengan tatanan kehidupan paternalistik yang tetap bertahan. Demokrasi
yang terwujud dalam bentuk HAM atau hak indivudual ditonjolkan, tetapi
kesetaraan warga yang meniadi iandasan filsatat dan pedoman bagi kehidupan
demolkrasi tidalk dircacanakan untuk diwujudkan. Sistem kronisme dalam bentuk
yang baru menghasilkan berbagai bentuk korupsi atas namarakyat dan kemiskinan.
Hal ini memperlihatkan bahwa pada saat sistem nasional Indonesia menjadi lemah
karena coraknya yang militeristis dan otoriter, diganti dengan sistern nasional
yang lebih demokratis seperti pemerintahan Habibie, maka gejolak etnosentrisme
dan tribalisme memunculkan dirinya ke permukaan arena politik Indonesia yang
langsung atau tidak langsung mengancam integrasi sistem nasional dan kebangsaan
Indonesia ( Suparlan, 2001)

Gejolak etnosentrisme dan tribalisme, serta keagamaan muncul datam bentuk
konflik berdarah antar sukubangsa dan konflik berdarah yang diwarnai dengan
sentimen keagamaan. Konflik berdarah tersebut dapat dilihat pada konflik antar
sukubangsa Dayak dan Melayu di satu pihak dengan sukubangsa Madura di pihak
lainnya yvang terjadi di Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, Konflik
“berdarah yang berdasarkan kepada sentimen keagamaan antara mereka yang
digolongkan beragama Kristen dengan mereka yang digolongkan beragama Islam
di Ambon. Kesemuanya merupakan konflik yang tidak hanya menghancurkan
orang-orang yang ciri-cirinya menjadi musuh mereka, tetapi juga penghancuran
segala sesuatu yang menjadi ciri-ciri dari pihak lawan mereka, Kesemua konflik
yang seperti ini, akan bernjung kepada disintegrasi bangsa Indonesia bila tidak
ditangani secara benar.

Suparian (2001), menyatakan bahwa masyarakat majemulk Indonesia tidaklah
menghasilkan tatanan kehidupan yang egalitarian dan demokratis, tetapi sebuah
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masyarakat yang berpotensi otoriter dan depostik feodalistis dan puernalistis
sampai dengan yang einosentris dan tribalistis sebagaimana d1kcmul\‘1kan di atas.

Hal ini dikarenakan penekanan pada kesukubancsaan dan sukubangsa denuan_
beranekaiagam kebudayaannya cialam masyarakat ma_;emuk Indonesia, yang
mempunyai potensi untuk dmampula& secara pohnk dan 5051a1 untuk memecah
belah bangsa Indonesm dan ant1 demolqas; Potens1 destmknf tersebut dmkibaﬂ\an'
oieh ' : : e

a .-Masyai a]mt md_] emuk menﬂhasﬂkan batas—batas sukubancsa yang d}da.sam
-oleh stereotip dan prasangka yang menghasilkan penjejangan sosial secara _':
}pnmordzal yang . subyektﬂ dan bila. berkembang lebih lanjut. dapat
Ry &Y menchasﬂkan stigma sosial dan prakambm ghitaman vang dﬂakukan oieh '
fi suam ‘;uku bangsa yano dltujukan kepada suknbanosa iamnya

b Senap helompok sukubancsa atau komunm sukubanvsa menempati sebuah '
wilayah yang menjadi temnpat hidupnya, yang secara tradisional dlakumya
dan diakui oleh kelompok sukubangsa lainnya sebagai hak ulayatoya.
Konsep hak ulayat ini, secara politik hubungan antar-sukubangsa, dapat

_berkembang menjadi pembedaan yang deskriminatif antara yang
“sukubangsa asli setempat dengan warga sukubangsa pendatang. Berbagai
bentuk diskriminasi dapat terwujud antara yang asli dengan sukubangsa
dengan sukubangsa pendatang, dengan pihak yang harus ungeul, pendatan Io4
yang harus asor. :

¢. Berbagai konilik antar sukubangsa selama ini berintikan kepada
permasalahan hubungan antar sukubangsa yang asli setempat dengan yang
pendatang, yang menekankan pengakuan atas keunggulan kebudayaan.
sctempat dengan ungkapan ‘... dimana bumi berpijak, disitu langit
dijunjung’ atau ‘adat sukubangsa setempat yang harus ditkuti’. Hal ini
memperlihatkan bahwa kebudayaan sukubangsa menjadi ideologi politik
sukubangsa. Pengusiran orang Madura dari Sambas dan memutuskan
untuk tidak lagi menerima mereka, merupakan kebijakan yang bertentangan
dengan UUD 45 dan dengan berprinsip kebangsaan Indonesia.

d. Politik kebudayaan yang menekankan homogenitas, yang dilakukan melalui
penataran P-4 dalam masa pemerintahan orde baru, yaita yang mengupayakan
pemberiakuan prinsip Pancasila sampai ke dalam kehidupan kelvarga, sama den can
upaya mereduksi keanekaragaman kebudayaan Indonesia secara sewenang-wenang.
Ini adalah sebuah upaya penyeragaman kebudayaan yang akan dapat digunakan
untuk mendukung corak keseragaman pemerintahan orde baru yang otoriter
militeristis,
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3 Omnwmﬁ Daemh

Konsep otono;m ddcrah yano bexkzutan dengan sistem pemcnnt&haﬂ su"itu
negara selalu dikaitkan dengan konsep desentralisasi. Keduanya mer up't}s:an konsep
ydﬂc sa}mﬂ tumpah tind 1h dalam praktek pemerintahan, tetapi 5ebenamya merniliki
makna yanB berbeda. Konsep de&.entr‘thbdﬂ pemerintahan selalu chpe} tenianrrkan
dencam komep sentralisasi pemmnta}mn Sentralisasi pemerintahan yang dmmkdn
sebagai kewenangan pengelolaan atau pengaturan pemerintahan secara terpusag
oich p_emcr;mah pusat. Astinya serwa kewenangan pemetintahan ada ditangan
pemeriniah pusat, pejabai-pejabat pemerintahan daerah hanya merupakan
pei‘pémj angan tangan pemerintahan pusat dan hanya melaksanakan kehendak atan
instruksi-instruksi dari pemerintah pusat. Sebaliknya konsep desentralisasi dalam

-prakiek pemermtahan-diartikan sebagai pelimpahan atan pembagian sebagian
kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah
{Sarundajang, 2061, Nugroho, 2000)..

Dalam konsep desentralisasi pemerintahan dikenal dua macam model
desentralisasi yaite model dekosentrasi dan model desentralisasi ketatanegaraan
atau desentralisasi politik. Model dekonsentrasi dapat diartikan sebagai
pendelegasian kekuvasaan dari alat perlengkapan negara tingkat atas kepada
bawahannya guna melancarkan pelaksanaan tugas pemerintahan. Dalam model
ini kekuasaan atau kewenangan itu tetap berada di tangan pemerintahan pusat
dan dalam pelaksanaannya tidak mengikutsertakan rakyat. Model desentralisasi
keiatdnegaraan atau politik adalah model desentralisasi yang melimpahkan
kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam
Hngkunganunya, deagan meblibatkan rakyat dalam pemerintahan melalui saluran-
saluran tertentu/perwakilan.

Model desentralisasi ketatanegaraan juga dibagi lagi menjadi desentralisasi
feritorial/wilayah dan desentralisast fimgsional. Desentralisasi teritorial adalah
merupakan pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga
daerah masing-masing otonom, sedangkan desentralisasi fungsional adalah
merupakan pelimpahan kekuasaan wntuk mengatur dan mengurus sesuatu atau
beberapa kepentingan tertentu. Dalam desentralisasi seperti ini dikehendaki aga
kepentingan-kepentingan tertentu diselenggarakan oieh golongan-golongan vang
bersangkutan sendiri. Kewajiban pemerintah dalam hubungan ini hanyalah
memberikan pengesahan atas segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh golongan-
golongan kepentingan tersebut (Sarundajang. 20601).

Dalam Negara Kesatuan RI, rumusan desentralisasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan dijelaskan pada pasal 1 huraf ¢ Undang-undang nomor 22 tahun
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1999 tentang Pemermtahan Daerah yaitu penyemhan wewenang: punumtahan
oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesm ‘Wewenang yang: d1serahkan sebagaimana dmyatakan pasal 7 huruf a
ada}ah mencakup ‘kewenangan: dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali
kewenancan dalam bidang politik luai’negerz periahanan keamanan, peradilan,
monerer dan fi skal ‘agama serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bldancv :
lam dlsebutkan pada hurof b yaitu I\ebgakan tentang perencanaan nasional dan
pencrendahan pembanaunan namonal secara makro, dana pemmbangan kewangan,
sistem adnumslra31 negara dan 1embdca pere}conomian negara, pembinaan dan
pemberdayaan sumber chya mcznusza pendaydounaan sumber daya alam serm'
' tekhnolovl tmggl yanw stmtegm konserva51 dan standardlsam nasional '

Konsep kedua yauu otonomz a’aemh Membxcmakan }\onsep otonorm bexam S
tidak: ‘hanya dalam. Imfrkup suaiu negara, tetapi - menyangkut keseluruhan negara
banom di dunia ini yang menghendaki otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan
mengatur rumah tangganya sendiri tanpa adanya campur tangan dan intervensi
pihak lainnya. Oleh Karena itu, otonomi bukan hanya merupakan kebutuhan suatu
pemerintahan dacrah dalam suatu negara tetapi juga menjadi kebutuhan
pemcnnmhan suatu negdrabqn sa. Otonomi dapat bermakna ‘memerintah sendiri’

yang dalam wacana administrasi publik ‘daerah otonom’ sering disebut local self
government dan untuk ‘daerah’ saja yang merupakan penerapan dari kebijakan
pqda. satuan wilayah administratif disebut sebagai local siate government
(Szmmda}dn 2001; Nugroho, 26000).

- Konsep otonomi daerah dapat diartikan sebagai local self sovernment yang
rumusannya dapat ditemukan dalam pasal 1 huruf h Undang-Undang nomior 22
tahun 1999 tentang Pemerintaban Daerah, yaitu kewenangan daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurat prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
Selanjutnya pasal 1 huruf i dikatakdn bahwa daerah otonom adalah kesatuan
masyarakat ukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat sctempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia.

*'Dengan demikan, dari keseluruhan penjelasan diatas saya memahami konsep
otonomi daerah sebagai kewenangan pemerintahan daerah secara otonom untuk
menggunakan kewenangan yang telah dilimpahkan atau telah didesentralisasikan

. oleh pemerintah pusat kepadanya untuk mengatur rumah tangganya sendiri atau
mengatur wilayah otonomnya sendiri, tanpa campur tangan pihak lainnva. Semakin
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banyak kewenangan yang didesentralisasikan maka semakin otonom pemerintahan
daerah tersebut. Pemahaman saya ini kemudian dapat menjalaskan desentralisasi
sebagai suatu mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut
hubungan :antara .pem_erm_tahan nasional dan pemerintaban lokal, yang pada
dasarnya bertujuan uniuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa
dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran
dan fungsl Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Kristiadi, 1998). - =

Memberdayakan melayam dan melaksanakan pembangunan MEMAang
IHEIUPQ}‘\&H kewapban suaty pemelmtahan dalam rangka mewu;udlxan
kesejahieraan bagi selurih war o ‘masyarakat. Ddldm meiczksanal\an kewaj 1bannya
tersebut pemeuntah melaksanakan tugas untuk menjamin tertib sosial yang
- dilaksanakan melalui tugas-tugas: _p_el_ayanan publik. Rasyid (1997), menyatakan
bahwa untuk mencapai hal tersebut istitusi pemerintahan memiliki tajuh bidang
tugas yaitu menjamin keamanan, memelihara ketertiban, menjomin keadilan,
melakukan pekerjaan wnwm, meningkatkan kesejahteraan, memelthara Sumber
dava dan lingkungan hidup.

Desentralisast pemelmmhan yang diwujudkan dalam otonomi daerah, dapat
dlkamkdn sebagai salah satu upaya suatu pemerintahan untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik (good government), yaitu suata pemerintahan yang bersih,
berwibawa dan efektf karena dikelola dengan baik oleh para penyelenggara
pemerintahan tersebut (good governance). Untuk menyelenggarakan pemerintahan
yang baik, adalah menjadi kewajiban para penyelenggara pemerintahan untuk
mewujudkannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip utama pengelolaan
pemerintahan vang baik.

Untuk memahami prinsip-prinsip wama pengelolaan pemerintahan yang baik,
akan saya jelaskan berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo
{2000). Prinsip-prinsip utama tersebut adalah :

a. Akuntabilitas (accountability). Merapakan kewajiban untuk memberikan
pertanggung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan
tindakan seseorang/pimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang
memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung-jawaban, dalam
hal ini adalah stakeholders. Stakeholders pejabat publik adalah rakyat,
sehingga tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang pejabat publik
harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Bahkan ada yang menuntut
tanggung jawab terhadap tindakan-tindakan dalam kehidupan pribadi
publik, seperti membeli mobil baru harus mampu dijelaskan asal nang
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- untuk membeli mobil tetsebut. Oleh kawnanya prmsu_) akuntablhtas.
merupakan pnns;ip utama good governance. - e i

b Tmnspamm (n anspamnc ). Memberlkan kemungkman kepztda berbagal

e pihak yang bezkepenunvan untuk memperoieh akses agar dapat mengetahui

' 'siats perumusan perundangan, peraturan. Tersedianya akses terhadap

'perumusdn kebijakan oleh pememntah pentmc ‘bagl masyarakat, agar

e 'masyamkat dapat berpzuumpasl dalam pezumusannya Transparansa

- memungkinkan masyarakat untul\_ mengetahui kepentmgan suatu kebijakan
sehingg achkeluazkan S

‘¢ Keterbukaan (Openess} :Pemberian;informasi secara terbuka, terbuka
© . untuk free ssuggestion, dan terbuka terhadap kritik yang dilihat sebag_,da__ _
L -paitzslpau untuk’ perbmkan Keterbuhaan padd proses poimk kebijakan
“ekonomi dan pemermmhcm (perumusan kebljakan pengangkatan dalam_'
o ]’ﬂ)dldﬂ) Kelexbulnan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui
Kkualitas dan’ integritas pribadi seorang pejabat publik pada saat proses
penganolntannya yang dilakukan secara fair, seperti melalui proses fit
. and proper test yang ddpat ‘menjelaskan latar belakang akademis, harta

~ kepemilikan, kehidupan pribadi seorang calon pejabat publik,

d.  Aturan Hukwn (rule of law). Merupakan jaminan kepastian hukum dap
rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.
Segala keputusan, kebijakan pemerintah, organisasi, badan usaha yang
menyangkut masyarakat, pihak ketiga dilakukan berdasarkan hukum. Oleh
karena itu dibutuhkan institusi hukum yang bebas dan kiner] janya yang
terhormat (a respected independent judiciary), artinya 1) ada undang-
undang, peraturan dan kebijakan untuk mengatur/pengaturan masyarakat,
2) aplikasinya yang fair dan konsisten.

e. Perlakuan vang adil/Kesetarqan (fairness, a level playing field). Dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan harus berperilaku adil
Kepada masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik, perusahaan dan
sebagainya. Kebijakan yang dibuat pemerintah tidak sepantasnya
dikeluarkan karena adanya kepentingan pribadi dari pejabat pemerintah.

Pengelolaan pemerintah yang baik (good governance) merupakan paradigma
baru dalam pengelolaan pemerintahan yang memiliki kemungkinan besar untuk
sukses membentuk pemerintahan yang baik (good government) pada peimnerintahan
daerah otonom sekarang ini. Para penyelenggara pemerintah penting untuk
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" memahami dan ‘melaksanakan secara sungguh-sungguh prinsip-prinsip tersebut

untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh
pemenn{ah pusat, Sebab bila tidak, pendapat umum yang berkembang saat ini
yang menyatalcan bahwa otonomi daerah sama saja dengan pememmahan orde
bdru {babkan ada yang menyaiahm jmtm lebih parah), b;sa Jadi mewpakan hai
yanw ‘benar, Karf:na hanya memindahkan korupsi dari pusat ke daerah, atau kalau
zaman pemenntahdn orde baru yang korupsi adalah pejabat-pejabat pusat maka
5ekaian0 ini i yang, melakukm Lorup31 adaldh pejabat pejabat lok'ﬂ di. daemb

f4 Fungsx Polri Dalam Otonomi Daerah.

L. .?"Konsep funom seiaiu d;guna]\an dalam I\altdnr}y& dengan konsep sistem.
yzum dalam kcntannya denoan URSUT-BASUr dalam sebuah sistem yang berada dalam
hubuncrau tung%onal atau sahm mellduhtinc dan menghidup vang secara bersama-
sama memproses masukml_untuk d.t_]adlkan keluaran. Sedangkan konsep peranan
selatu dilihat dalam kaitannya dengan posisi-posisi yang dipunyai individu-individu
dalara sebauh struktur yang satu sama lainnya berada dalam suatu kaitan hubungan
peranan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam struktur tersebut. Sebuah
strulctur yang merupakan sebuah satuan vang terdiri atas peranan-peranan
sebenarnya adalah sebuah sistem, pada wakiu peranan-peranan tersebut dilihat
sebagai unsur-unsir yang masing-masing berada dalam hubungan fungsional untek
memproses masukan menjadi keloaran (Suparian, 2000a).

Dengan demikian upaya untuk mengefektifkan fungsi dan peranan Polri,
haruslah melihat penjelasan mengenai konsep fungsi dan peranan seperti diatas.
Polri harus dilihat fungsi dan peranannya di dalam masyarakat dan untuk
masyarakat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Polri harus dilihat sebagai
pranata atau institusi yang ada dalam masyarakat Indonesia dan peranan haruslah
dilihat sebagai peranan dari para petugas-petugas Polri dalam masyarakat Indo-
nesia. Peran petugas Polri menjadi demikian penting bagi terlaksananya fungsi
Polri dalam masyarakat Indonesia.

FFungsi kepolisian dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dan dalam
kehidupan individu, pada umumnya adalah fungsional untuk menegakkan hukum
dan memelihara keteraturan sosial agar masyarakat dapat terus berproduksi bagi
kesejahteraannya. Fungsi kepolisian dan keberadaannya dalam masyarakat
merupakan hasil interaksi dari corak masyarakat dan kepentingan masyarakat
serta untuk kelestarian dart masyarakat tersebut (Suparlan, 2000a; 2003a). Oleh
karena itw, dalam masyarakat yang despotik dan otoriter, maka polisi akan menjadi
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despotik dan otoriter-dan menjadi kaki tangan yang setia yang melmdm;h; ~carmanan
dan kesejahteraan:hidup, serta-memperkuat-dan ‘melestarikan kekuasaan
pemerintahannya yang despotik dan otoriter beserta oknum-oknum pejabatnya.

Sebaliknya, dalam masyarakat sipil yang demokratis fun gst polisi juga akan sesuai .
denoan corak masyaraLatnya yang s1p11 dan demokratis.

Tanwﬁ Polri pada masa lalu dapat digambarkan seperti itu. Polri sebagai
bag;an dari administrasi pemerintahan yang otoriter, menjadi alat dari penguasa'
yang korup untuk melestarikan kekuasaan mereka. Beberapa contoh dapat
menogambarkdn hal ini-seperti penculikan aktifis demokrasi yang kemudian
diserahkan kepada Polri yang dinyatakan sebagai tahanan Polri, tindakan-tindakan
terhadap warga sukubdn gsa yang mengambil kayu dari areal HPH yvang sebenamya
. merupakkan hak u]ayat tnereka dan dinyatakan scbdgal pencurian, penggusuran
sukubangsa-sukubangsa terasing dari wilayah ulayat mereka untuk Kepentingan
perkebunan pemilik modal yang besar, dan berbagai bentuk tindakan kepolisian
lainnya yang bemfai mpres:f

Setelah anmhan pemermmhan orde baru, bangsa Indonesia memulai
kehidupan baru yang dapat dikatakan lebih demokratis dengan melakukan berbagai
upaya untuk memberdayakan dan membangun masyarakat yvang madani (civi/
society). Dalam era otonomi daerah saat ini, pemerintah telah mengambil langkah
untuk rmengurangi dominasi pemerintahan pusat atas daerah melalui Undang-
Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini

dapat dilihat sebagai upaya untuk membangun kehidupan yang lebih demokratis
melalui pengurangan dominasi pusat dan oknum-oknum pejabatnya sebagaimana
dilakukan pemerintahan orde baru. Undang-undang ini dapat juga dilihat scbagai
upaya pemerintah untuk memberdayakan dan membangun komuniti-komuniti atay
masyarakai-masyarakat sukubangsa setempat bagi pengembangan kebudayaan
mereka dan dalam mengelola sumberdaya setempat untuk memenuhi kebutuhan -
hidup mereka.

Sejalan dengan otonomi daerah, fungsi Kepolisian RI (Polri) sebagai bagian
dari administrasi pemerintahan juga akan harus berubah sesuai dengan tuntutan
masyarakat yang demokratis. Fungsi kepolisian yang selama ini seringkali menjadi
alat untuk melegitimasi tindakan-tindakan represif pemerintah atau sekedar untuk
meinperlihatkan bahwa tindakan-tindakan tersebut sah atau legitimate menurut
hukum, sudah harus berubah fungsinya sebagaimana adanya fungsi kepolisian
dalam negara yang demokratis. Langkah awal telah diambil dengan memisahkan
orgaisasi Kepolisian RI dari organisasi ABRI yang merupakan oraganisasi militer,
Selanjutnya menjadi tugas para penyelenggara negara XKhususnya pimpinan Polri
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untuk membenahi organisasi kepolisian agar mampu meningkatkan kinerja petugas-
petugas kepolisian dalam melaksanakan tugas pene gakan hukum dan pemel 1haraan
keteraturan sosial.

*"Pemisahan institusi Polri dari institusi militer, merupakan langkah awal bagi
Polri yang otonom yang mampu mengembangkan organisasi dan manajémen Polri
untuk memberikan pelayanan terbaik k'epada masyarakat. Mengembangkan
organisasi dan manajemen yang tidak lagt terlalu sentralistis sebagaimana pada
masa pemerintahan oxde barw, tetapi berupaya mengembangkan organisasi sejalan
dengan pemerintahan yang desentralistis/otonomi daerah, demikian pula dalam
mengorganisir tugas-tugas penegakan hukum dan pemeliharaan keteraturan sosial,
yang-lebih menekankan tugas pencegahan kejahatan (Bayley, 1998 ; Friedman,

~1998) dengan mengembangkan.community policing atau pemolisian komuniti -
sebagaimana telah dikembangkan kepolisian negara modern dan demokratis.

4. 1 Desentralisasi Kewenangan Manajerial/Fungsional.

-Sehubungan dengan otonomi daerah dan otonomnya Polri saat ini dalam
melaksanakan tugasnya, desentralisasi kewenangan manajerial merupakan suatu
pemikiran yang perlu dipestimbangkan terhadap pelaksaaan tugas Polri kedepan.
Pengalaman pemerintahan orde baru yang diikuti oleh organisasi Polri yang juga
sentralistik, menunjukkan kegagalan dalam menjawab kebutuhan pelayanan
masyarakat akan perasaan aman. Kebutuhan pelayaan polisi oleh masyarakat
Indonesia yang majemuk tidak mungkin mampu dikelola hanya oleh pusat (Mabes
Polri), yang tidak tahu situasi lokalitas komuniti-komuniti lokal atau sukubangsa-
sukubangsa setempat. Maka perlu dilakukan desentralisasi kewenangan manajerial
kepada kesatuan bawahan, karena merekalah vang paling mengetahui situasi
Iokalitas wilayah tugasnya.

Pelimpahan beberapa kewenangan fungsional maajerial kepada kesatuan
bawahan Polri secara bexj ]Bﬂ}clll bukanlah saya maksudkan seperti desentralisasi
kewenangan pemerintahan dalam otonomi daerah. Tetapi lebih kepada penerapan
prinsip-prinsip desentralisasi pemerintahan dalam melimpahkan kewenangan
fungsional manajerial tersebut. Karena pada kenyataannya Polri sebenarnya
merupakan aparat pemerintalian pusat yang melaksanakan kewenangan pemerintah
pusai (peradilan dan keamanan) dalam witayah-wilaysh administrasi pemerintahan
otonom dan wilayah-wilayal administrasi propinsi. Dengan kata lain sebenarnya
Polri melaksanakan prinsip dekonsentrasi, karena Polri merupakan kepolisian
nasional yang tidak terpisah dan hanya mengenal Kapolri selaku penanggung jawab
keseluruhan operasional Polri.
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Sebagal satgan ; kepohsmn yang beisltat -nasional; manajemen » olrl tidak
muncrkm hanya bersifat sentralistik belaka. Sentralisasi hanya dilakukan dalam
perumus'm—perumusan kebij qka;:; yang bersifat nasional, yang artinya kebijalcan-
hebgakan tersebut: berlaku’ daidm sistem nasional.: Dengan démikian kesatuan
bawahan, khususnya pada Kesatuan Opmamonal Dasar (KOD) atau kesatuan
sctmwkat Polres akan memiliki otonomi yang cukup luas dalam melaksanakan
tz,zgasnya Desentratisaai kewenangan manajerial dan ofonomi kesatuan pelaksana
akan mendoz ang lsreaimms dan inovasi dan kesatuan bdwahan dan para petugas
p01131 d; Iapangan yang. Eanv‘;uno mcia&sanakan tugas peldyanan kepada
masya;akﬂ.t De%ent;ahe,afn Lewemnoan Jucra akan berpcngmah dalam mengurangi
atau mempapendek Jalur bzfokiaSI yang pada aldnmya aI\an mcmanﬁlxas pula
Jalur }c{amps yanc dzhl\uium petu as Lepohsmn ' : '

Dengan perti mbangan sepfn i yang dlkemul\aiﬂﬂ dums 5aya ngin memba%ms
mabalah desentralisasi ini dengan mengemukakan beberapa hal yang perlu
mendapat perhatian pimpinan Polri uniuk didelegasikan atau didesentrafisasikan
kepada satuan bawahan, agar efektifitas pelaksanaan tugas para petugas kepolisian

dapat tercapai dalam menegakkan hukum dan memelihara keteraturan sosial. Hal-
hal Lcnebut menuut saya adalah antava lain pada '

-a. Bidang Pembinaan Personil. - . -

' Pembmafm personil yang dnnuhu dari tahap penerimaan sampai dengan

: pen%khu an dinas di kepolisian, memiliki keterkaitan yang erat dengan
pelaksanaan wgas-tugas operasional yang dilaksanakan oleh para petugas
kepolisian. Keberhasilan dalam pembinaan per sonil akan memberikan efek
kepada pelaksaaan tugas operasional yang lebih efektif, Maka beberapa
hal yang menurat saya perlu dipertimbangkan untuk didesentralisasikan
kepada kepolisian bawahan adalah sebagat berikut :

Pertama berkaitan dengan proses seleksi dalam penerimaan anggota Polri
yang berpangkat bintara/tamtama, yang merupakan petugas lapangan yang
langsung berhadapan dengan masyarakat pada saat mereka melaksanakan
tugasnya. Pertimbangan “local boy for the local job’ dalam penerimaan
anggota Polri menjadi penting, kasena prinsip ini lebih mengutamakan
warga masyarakat setempat untuk direkrut menjadi anggota Polri.
Pertimbangan local boy for the local job mengasumsikan bahwa warga
masyarakat lokal (yang dapat terdiri dari beberapa sukubagsa dan
kebudayaan setempat) yang paling mengetahni situasi lokalitas wilayahnya.
Dengan demikian di Singkawang, Bangka, Bagansiapi-api yang mayoritas
penduduknya etnis Cina, akan memiliki polisi yang juga beretnis Cina.
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Local boy for the local job juga berdarnpak pada standar akademik,

o kesehatan, dan kesamaptaan jasmani, yang bisa saja berbeda dari daerah

‘lainnya di Indonesia. Misalnya standar akademik di Papua tentu akan

" berbeda dengan Jakarta, karena fasilitas pendidikan yang memang masih.
i 'tertxnt,gal di Papua. Pertimbangan kelulusan sepenuhnya diserahkan kepada
wkapolda seternpat dengan mehbatkan para kapolres.

3 'Kedua berkaltan dengan kunkulum pendidikan. Pada semua Jenjdne
o _-pendldlkan pembentukdn mata ‘pelajaran yang berkaitan deugan
. kebangsaan Indonesia atau kewaroancomaan merapakan mata pelajaran
pokok yang waijib dxajarkan selain mata pelajaran profesi kepolisian. Mata
" pelajaran kebangsaan pentmc untuk menanamkan rasa cinta belbangfsa
- -Indonesia untuk menghadapi: t_uvas_be; at dalam masyarakat majemulx In-
.:donesia. Hal ini penting karena sukubangsa di Indonesia yang etnosentris

: .dan tribalis, disertai dengan keyakinan keagamaan yang sempit

.. {sebagaimana dijelaskan Suparlan diatas), cenderung untuk terlibat dalam
‘konflik yang saling menghancurkan, dan mengarah kepada disintegrasi
- bangsa.

Berikutnya dalam karikulum pendidikan Polr juga harus membuat mata
pelajaran yang berkaitan dengan sukubangsa dan kesukubangsaan. Pada
pendidikan pembentukan dan pengembangan golongan perwira (Sespati,
Sespim, PTIK, Selapa, Akpol dan Secapa), kurikulom dibuat agar para
perwira mampu mengetahui aspek-aspek yang berkaitan dengan
sukubangsa dan kesukubangsaan seperti stereotip, prasangka, kebudayaan,
primordialisme, konflik, agama/keyakinan keagamaan sukubangsa dan
kesukubangsaan ini, diharapkan para perwira akan mampu untuk
memanfaatkan potensi atau sumberdaya sukubangsa untuk kepentingan
tugas kepolisian terntama dalam tugas community policing yang bertujuan
memelihara keteraturan sosial. Pengetahuan ini juga memberikan
kemampuan kepada para perwira untuk mendeteksi lebih dini gejala-gejala
konflik antar sukubangsa.

Kurikulum pada pendidikan bintara/tamtama, juga membuat mata
pelajaran sukubangsa dan kesukubangsaan tetapi dibuat dalam mata
pelajaran vang merupakan muatan lokal. Mata pelajaran dibuat dalam
beniuk-bentuk yang praktis, vang bisa langsung digunakan dalam tugas
mereka. Bentuk yang praktis ini menjadi penting untuk dibuat seperti modul
atau petunjuk lapangan agar dapat mengumpulkan data-data berkait dengan
sukubangsa dan kesukubangsaan. Data-data yang mereka peroleh langsung
dari lapangan merupakan data intelejen yang sangat penting bagi pimpinan
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kepolisian setempat (kapolres/kapolsek) untuk memouat suatu

... perencanaan-perencanaan tugas. dan dalam pembu&tan suatu kebijakan
~atau mengambil tindakan- tmdal\an ‘awal yang merupakan tindakan

- penceﬂahan apdbxia teIah mchhat cre_]ala konflik antar sukubangsa.
Ketiga, berkenaan dengan pendidikan kejuruan fungsional kepolisian.

“Pendidikan kejuruan fungsional kepolisian seperti pendidikan reserse,

wbimmas; lalu lintas, “sabhara, ‘menurut saya ‘mutlak harus

i didesentralisasikan. Pendidikan kejuruan tujuannya adalah memberikan
. bekal pengetahnan dan keterampilan tekhnis kepada-petugas-petugas

7y kepolman agar lebih profesional dalam bidang tugasaya masing-masing.

i Bilahanya. dﬂaksaﬁakan terpusat, akan sangat sedikit petngas Jkepolisian

i yang mengikutinya; disamping karena daya tampung lembaga pendidikan
- yang sedikit juga biaya yang digunakan akan besar. Pendidikan terpusat
. dilaksanakan untuk kejurvaan yang sifatnya lanjutan dan membutuhkan
+ keahlian khusus seperti reserse perpajakan, bom blast, rekayasa lalu lintas.
- Perlu pula pemikiran yang mendalam untuk melakukan pendidikan atau
- pelatihan petugas-petugas sebagai pelaksana community policing. ‘

i Keempat, berkenaan dengan pembinaan karier personil Polri. Penempatan
seorang perwira dalam suatu jabatan tertentu disamping karena prestasi
sehingga yang bersangkutan memang pantas untuk jabatan tersebut, juga
perlu memperhitungkan latar belakang pendidikan yang bersangkutan,
Kemudian keputusan penempatan jabatan yang akan dipegangnya tidak
lagi hanya merupakan keputusan pejabat pusat di Mabes Polri, tetapi
kepada pejabat satnan bawahannya. Misalnya pejabat kapolda yang
diangkat berdasarkan keputasan Kapoliri, maka kapolda seharusnya
memtliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan

semua pejabat bawahanya. Demikian seterusnya sampai kepejabat
kesatnan bawahan. Pejabat bawahan yang mengangkat pejabat baru, cukup
membuat laporan atau tembusan surat kepurusan pengangkatan dan
pemberhatian dari jabatan kepada pejabat atasannya. Dasar pemildran
saya sederhana saja vaitu penempatan seorang pejabat oleh pejabat
atasanmya karena didasari oleh kepercayaan yang bersangkutan akan
mampu berprestasi melaksanakan tagasnya karena didasari integritas
pribadi (kecakapan, kemampuan, loyalitas) seorang calon pejabat. Maka
bila pejabat yang diangkat tersebut akan mengangkat pejabat bawahannya,
setidaknya akan mengikuti kriteria pejabat atasan yang mengangkatnya,
Berimplikasi pula pada struktur organisasi sumber daya manusia yang
lebih ramping (berkaitan dengan prinsip katalik - steering rather than
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. rowing - dari Osborne dan Gaebler, 2000).

Selanjutnya pertu dlp;erkan kembali prinsip pémbinaan Lmer personil
"Polri. Selama ini prinsip pembmaan karier Polri lebih berorientasi kepada
~ pangkat dan jabatan struktural. Menurut saya prinsip ini sebaiknya segera
~.i.:-diubah untuk lebih - berorientasi kepada jabatan fungsional. Dasar
. pemikiran saya juga sederhana saja dan berkaitan dengan penjelasan saya
..+ diatas, yaitu pekerjaan polisi adalah pekerjaan profesi yang membutuhkan’
-~ keahlian, Semakin lama seseorang menekuni ‘bidang tugas fungsional yang
: d;iaksanakannya semakin profesional seseorang tersebut. Demikian juga.
... .dengan seorang petugas polisi, scorang perwira berpangkat Inspektur Satu
.« Polisi (IPTU) yang ahli dalam bidang penyidikan bank dan sudah tiba
.+ saatnya untuk naik pangkat menjadi Ajun Komisaris Polisi (AKP). Perwira
tersebut tidak bisa diusulkan naik pangkat karena jabatannya sebagai
kepala unit tidak memungkinkan yang bersangkutan naik pangkat.
.Sehingga yang ditempuh adalah menempatkan perwira tersebut ke satuan
lain karena di Satuan Reserse hanya Kasat Serse yang merupakan jabatan
untuk AKP, sementara pejabatnya masih ada. Kalau orientasi jabatan febih
kepada orientasi jabatan fungsional, maka hal ini tidak perlu terjadi.
Perwira tersebut dapat saja tetap naik pangkat karena jabatan
fungsionalnya sebagai penyidik, demikian juga perwira yang memegang
jabatan struktural Kasat Serse bisa saja diganti, tetapi fetap di satuan
reserse kembali dengan jabatan fungsional selaku penyidik. Bandingkan
dengan seorang Dekan Fakultas di Universitas Indonesia, setelah
melaksanakan tugas struktural selaku Dekan Fakultas, ia kembali lagi
mengajar selaku dosen di fakultasnya tersebut. -

Demikian pula dengan struktur kepangkatan Polri yang masih kental
menggambarkan atau bercorak militer. Penamaan kepangkatan memang
sudah berganti, tetapi pada dasarnya struktar pangkat tersebut tetap sama
dengan kepangkatan militer. Bhayangkara Satu Polisi tetap disamakan
dengan Prajurit Satv di TNI, Komisaris Polisi tetap disamakan dengan
Mayor TNI, demikian seterusnya sampai pangkat tertinggi Jenderal Polisi
disamakan dengan Jenderal TNL Untuk saat ini menurut saya masih bisa
dimaklumi karena mengingat pengaruh kebudayaan militer yang masih
kental melekat di Polri dan adanya semacam persaingan secara psikologis
dengan TN1 yang dirasakan masih menganggap Polri sebagai inverior,
terutama dalam menghadapi tugas-tagas koordinatif vang memaksa TNI
berdasarkan hukum dan kebijakan pimpinan negara untuk dibawah kendali
Polri. Tetapi kedepan pertu dipikirkan untuk disederhanakan misalnya
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cukup dengan pangkat Bhayangkara Pohs; untuk Goioncran zamtama

perwira permma ‘Komisaris Polisi: dan’ Komisaris. Besar POhSl untuI\
_-_ﬂolenﬂan Pamen d'm pang}\ai untuk Goicngcm Pan E I S

b Bzdang Pembznaan Mmenl c!an Lowsnk " :
Bzdano pembmaan materﬂ dan logmtzk Polri. menurm saya juga pentuw
" ihlstram pada saat saya pertama }\ah melaksanakdn tucras d; Poida 11‘1@11
: Jaya dan menjach kapoisek Padd saat ita dzbagzkan sepeda motor Honda |
.. GL-Pro, yang menurutsaya; txdak tepat karena - ‘polsek justru lebih ...
. _.mcmbutuhkan Iguda dan perahu atau sepecia motor trail untuk menghadapi
. medan tugas yamg berat di- Irian. Satu.buah GL-Pro justru bisa
- menghasifkan dua buah sepeda motor frail.pada saat ite, atau beberapa
.+~ buah perahw, atau beberapa ekor kida yang lebib murah perawatannya. Hal
- ini tidak akan.terjadi kalau kesatuan atasan mengetahui kebutuhan
sebenarnya di lapangan, tetapi karena semua direncanakan .di Jakarta
sehmgga mereka tidak tahu s;ma‘ﬂ aebenamy’t di Iapanodn

Kebutuhan akanmateril dan logistik untuk mendukung tugas Polri, menurut

saya scharnsnya merujuk kepada kebutuham lapangan dan karakteristik
wilayah tugas dimana satuan Polil tersebut berkedudukan. Adalah hal
yang sangat tidak wajar menguras materil dan logistik Polri secara terpusat
dengan mengingat luasnya wilayah Indonesia dengan berbagai karakteristik
wilayah, kemajemukan masyarakat Indonesia yang akan menimbulkan
variasi atau corak pelaksanaan tugas kepolisian yang berbeda dan
membutuhkan peralatan yang berbeda pula, jumlah personil Polri kurang
lebih tiga ratus ribu jiwa yang harus dipenuhi kelengkapan perorangannya
(sebagai ilustrasi selama empat tahun di Irian Jaya. saya tidak pernah
menerima sepatu dinas Karena pembagian yag ada tidak cukup sehingga
lebih didahulukan kepada petugas lapangan, atau baju dinas yang sekali
pakai langsung berkerut). Menurut saya perlengkapan perorangan ini
langsung saja dimasukkan ke gaji personil Polri, karena pembagian
kelengkapan perorangan (kaporlap) yang ada juga sangat jarang dipakai
karena mutu yang tidak memadai.

Sentralisasi dalam pengurusan logistik dan materil menurut saya sebaiknya
hanya dilakukan sejauh menyangkut peralatan teknis kepolisian seperti
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- senjata .api,’ peralatan laboratorium forensik, peralatan penanggulangan
. huru hara (seperti bajo/rompi huru hara, tameng, masker anti gas air mata, '
-+ gas air mata, senjata pélontar gas air mata), peralatan berat penanggulangan
" hurn hara (wpem kendaraan taktis/rantis, water canon), perlengkapan
penjinak bom (rantis, body armor, robot). Dengan demikian kita akan
melihat misalnya Polda Metro Jaya akan lebih banyak membutuhkan
peralatan huru hara, tetapi Polda lainnya belum tentu karena berbeda
. masalah yang dihadapinya, atau berbeda karakteristik wilayah tugasnya.

4 2 Pelaksanaan F zmgsz kepolzsmn.

: chohslan merupakan bagian dari adminisirasi pemerintahan yang fungsi
utamanya adalah untuk melakukan penegakan hukum dan pemeliharaan keteraturan
- sosial. Fungsi ini dalam negara demokraiis merupakan bagian dari fungsi untuk
menjaga keseimbangan antara negara yang diwakili oleh pemerintah, komuniti,
dan individu agar berada dalam keseimbangan untuk saling menghidup atau tidak

saling merugikan. Dalam kaitan ini, fungsi polisi (Suparlan, 1999) dapat dilihat
dalam perspektif bahwa :

a. Polisi menegakkan hukuim dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan
sesuai dengan hukum yang berlakn, yaitu menegakkan keadilan dalam
konflik kepentingan vang dihasilkan dari hubungan. antara individu,
masyarakat dan negara (yang diwakili oleh pemerintah}, dan antar-individa
serta antar-masyarakat.

b. Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga
masyarakat, dan negara.

c. Mengayomi warga masyarakat, masyarakat, dan negara dart ancaman
dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan.

Seperti telah dijelaskan diatas, pemerintah telah berupaya untuk membangun
kehidupan yang lebih demokratis dengan telah diundangkannya Undang-Undang
Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang ini dapat
dilihat sebagai upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat lokal yang
terdirt dari berbagai sukubangsa, yang selama ini justru diekploitasi oleh pemerintah
pusat. Memberdayakan berarti memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
terlibat akiif berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terlibat aktif
tidak berarti rakyat ikut memerintah, tetapi kebijakan-kebijakan pemerintahan
haruslah melibatkan pertimbangan rakyat untuk mengetahui tepat tidaknya

44 o JURNAL POLIST INDONESIA / 2004/ 6



I\ebljakan tersebut, kegunaannya bagi masyarakat, perlu tidaknya kebijakan
tersebut. Dengan kata lain Lebg &k.df} ter: sebut Elddk bmsqui top down teiapz }ebxh
kep&da bzzrtom up. '

Dalam k‘iltaE} dcnfran Lepohsmn k&l ena fa mer upa&can bagian dari administrasi
pememmhan maka }\epohsmn juga harus menyesualkan dengan kebijakan baru
mengenat pemenntahan daerah tersebut. Organisasi Polri yang merupakan
kepolisian nasional dan selama ini mengatur organisasi dan pekerjaannya secara
terpusat, harus mengubah orientasi tersebut menjadi organisasi kepolisian yang
desentralis, yang melimpahkan kewenangan= kewenangan yang langsung
berhubungan dengan pelayanan masyarakat- kepada kepolisian bawahan terutama
kepada polres sebaom kesatuan operasional dasar kepolisian. Pelimpahan sebdcr;an
kewenangan iiu juga akan berdampak pada pemangkasan birokrasi dalam aga
pelayanan masyarakat, yang selama ini dianggap oleh masyarakat sebagai sarana
korupsi dalam tubuh kepolisian. Dengan demikian satuan-satuan kepolisian
bawahan memiliki otononi yang cukup untuk menyelengarakan fungsi kepolisian
ac;iam bidang penegakan hukum dan pemeliharaan keteraturan sosial.

Dzﬂam era olonomi daerah sekarang ini yang pada dasarnya merupakan upaya
bcmws.z Indonesia untuk hidup dalam suasana yang lebih demokratis, menurut
saya Polri juga harus mengubah orieniasi lugasnya vang selama ini dapat dikatakan
masih bersifat reaktif belaka, menjadi satuan kepolisian modern dalam negara
yang demokralis, yaitu satuan kepolisian yang menekankan fungsinya dalam
kegiatan pencegahan kejahatan daripada mengandalkan tindakan-tindakan
kepolisian yang bersifat represif’ dan reaktif belaka (Bayley, 1998 ; Friedman,
1998 : Suparlan, 1999 ; 2003). Kegiatan kepolisian yang bersifat pencegahan/
prevenuf fnilah yang berdasarkan hasil penelitian merupakan kegiatan kepolisian
modern yang jauh lebih efektif dalam menjamin perasaan aman, mengurangi
ketakutan masyarakat akan kejahatan, meningkatkan taraf hidop masyarakat.

Pemolisian komuniti (commanity policing) yang saat ini banyak dikemban clan
kepolisian-kepolisian di negara-negara yang demokratis, menurut saya merupakan
jawaban terhadap kebutuhan masyarakat bangsa Indonesia akan pelayanan
kepolisian yang lebih profesional dalam memberikan rasa aman. Pemolisian
komuniti merupakan filosofi baru pemolisian yang berdasarkan pada konsep bahwa
petugas-petugas kepolisian dan setiap warga negara secara personal beker 1a
bersama melalui cara-cara yang kreatif mencari pemecahan masalah-masalah
kontemporer masyarakat yang berhubungan dengan kejahatan, ketakutan akan
kejahatan, ketidak-teraturan sosial dan fisik, dan kerusakan lingkungan pemukiman,
Filosofi yang memprediksikan pada kepercayaan bahwa untuk mencapai tujuan,
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' -satuan kepohsmn perlu. membanoun sebuah kerja quqma yvang baru dengan o1anm
‘orang yang (aat hukum. dalam masyarakat membiarkan mereka menyuarakan
dan menata prioritas- prioritas kepolisian lokal dan melibatkan mereka dalam
' :mencapal peningkatan keseluruhan kualitas hidup di pemukiman me;eka
'Perubaban folus kegiatan kepohsmn dan penanganan pang gzian kepada peme:cahdn
_'masa}ah-masaiah masyarakat (Taojanowms & Bacqueroux 1990) '

Konsep p‘.mohsmn komuniti mempelhhalkan keterlibatan secara personal
setlap individu warga negara, siapapun dia warganegara yang taat hukum. dan
.-yang peduh pada peningkatan kualitas hidup dilingkungannya aiau komunmnya

-'Pemohsmn komuniti juga tepat dilaksanakan dalam pemerintahan dacrah yang
: -_otonom karena memperl;hat}can kesamaan tujuan untuk memberdayakan
- masyasakat Tokal, Pemolisian komuniti menurut saya juga merupakan sarana yang
tepat untuk membangun citra polisi 'yang selama ini. dianggap terpuruk, karena
mengummakan hubungan yang baik dan saling percaya dengan warga komuniti
yang dilayaninya. Pemolisian komuniti juga memudahkan pstugas Polri untuk
memperoleh informasi yang tidak hanya dapat digunakan untuk mengungkap suatu
perkara atau kasus kejahatan, tetapi juga dapat menjadi data intelijen yang dapat
digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam perencaaan kegiatan operasional
I\epo_h;mn.

Pemolisian komuniti yang menuntut saling percaya kepolisian dan masyarakat,
mengharuskan petugas kepolisian mengubah orientasi fugasnya seiama ini sebagai
seorang birokrat yang menuniut pelayanan dari masyarakat yang justru harns
dilayaninya, menjadi seorang petugas polisi yang mengerti tanggung jawabiuya
sebagai seorang petugas negara yang dibayar/digaji oleh negara untuk melakukan
tegas pelayanan akan perasaan aman kepada masyakrakal. Dengan demikian
dipertukan perubahan yang mendasar dan sistematis terhadap perilaku dari para
petugas kepolisian tersebut, yaitu perubahan kebudayaan polisi. Kebudayaan polisi
(yang saya defenisikan berdasarkan pemahaman saya terhadap konsep kebudayaan
dari Suparlan, 1999a) sebagai konsep-konsep, teori-teori, dan metode-metode yang
diyakini kebenarannya oleh para petugas kepolisian, yang menjadi acuan atau
pedoman petugas kepolisian pada berbagai tingkat pengetahuan dan kesadaran
mereka (sistem-sistemn berpikir dan sistem-sistem perasaan atau sistem-sistemn
keyakinan) yang digunakan oleh polisi secara bersama-sama dalam mengadaptast
dan menghadapi lingkungan tugasnya.

Dengan demikian untak melakukan perubahan performa polisi baik performa
para petugas polisinya maupan performa organisasi secara mendasar dan sistematis
agar efektifitas pelaksanaan tugas mereka tercapai, adalah dengan melakukan
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pembahm terhadap kebudayaan polisi yang ada pada satuan kepolisian tersebut.
Perubahan kebudayaan tidak akan mudah, karena pedoman-pedoman yang mereka
Gtma}\an telah diyakini kebenar annya dan tertanam dalam sistem-sistem berpikir
dan perasaan mereka, sehingga untuk mengubahnya membutuhkan upaya yang
keras dan waktu vang cukup lama. Berbagai cara dapat digunakan untuk
mengubahnya dimuolai dari perbaikan sistem nilai atau norma atau etika dalam
kepohsmn melalui penerapan disiplin dan hukuman agar mengikuti norma-norma
yang berlai\u dalam organisasi kepolisian, sampai dengan kampanye melalui me-
dia massa ter utama televisi untuk mengubah mstem nilai yang ada di dalam
'_J\ebudayaan K‘lmpanye melahu ielevisi menurut saya adalah merupakan cara
yang efektif dalam’ menorubqh suatu kebudayaan, sebagaimana kebudayaan pop
ch Ame1 1ka Ser 11\_at yang cepat seixah menyebar melaluj medm televm '

f Daiam mehkszmakan pemohsian komumn yano ‘menurut saya mmupakan
kebudayaan baru dalam kebudayaan polisi Indonesia, petugas polisi dituntut uniuk
mengutamakan hubungan baik dengan masyarakat atan komunitinya. Dalam
prakteknya, pemolisian komuniti dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan patroli
Jalan kaki, patroli bersepeda, patroli kendaraan sepeda motor, patroli mobil atan
patroli dengan berkuda. Pada saat petugas polisi melakukan patroli, tidak lagi
secara kake melakukan patroli secara tradisional hanya mengantisipasi
kemungkinan gangguan yang dihadapi, tetapi juga melakukan sambang atau
kunjungan-kunjungan kepada masyarakat danr berdiskusi dengan mereka.
Pemolisian komuniti juga dilakukan dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan dengan
melakukan kegiatan olahraga bersama, mengorganisir kegiatan-kegiatan
masyarakat, diskusi-diskusi dengan warga komuniti maupun lembaga swadaya
masyarakat/L.SM, memberikan penyulahan mengenai masalah narkoba, kenakalan
remaja.

Semua kegiatan-kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi petugas kepolisian
untuk mengumpulkan informasi, yang dengan informasi itu dapat dengan cepat
dan tepat mengantisipasi atau meredam konflik yang mungkin muncul dalam
komuniti-komuniti atau meredam konflik antar sukubangsa vang muncul dalam
komuniti. Informasi yang diperoleh juga sangat berinanfaat sebagai data intelijen
kepolisian, yang selama ini juga dikritik sangat lemah dalam mengantisipasi
berbagai konflik di Indonesia. Bukan tidak mungkin informasi yang dipercleh
dapat juga digunakan untuk mengungkap bahkan mencegah terjadinya kasus-kasus
pengeboman yang bernuansa politik yang terjadi selama ini. Informasi yang
diperoleh untuk mengantisipasi potensi konflik antar sukubangsa yang memang
rentan dalam masyarakat majemuk Indonesia.
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Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemohslan'
komumu, tersebut, hendaknya dilaksanakan secara terprogram yang dalam
penyusunannya pertu memperhatikan prinsip-prinsip pemolisian sebaﬁalmana
dmyatakan Rahzu _]0 (2002) sebagai benkut

. .__.Indzwdual

e _'Petugas kepolisian dalam melaksanakan pemolisian komuniti hendaknyd

i mengutamakan pendekatan personal atau antar individu, tidak
B smengutamakan authorify (otoritas atan kewenangan kepolisiannya) yang
justru. akan menjauhkan ‘petugas komuniti dengan masyarakatnya,
.. Pemolisian komuniti memeriukan kemampuan pribadi polisi untuk ber sﬂ«:ap
. sebagai abdi masyarakat yang melayani individu-individu warga -
St *fmas*yamkﬂt yang membutubkan pelayanan mereka secara pribadi tanpa

membedakan status sescorang.

b, Dzalogz.f_e_ Persuasion.

X Dalam melaksanakan tugas pemolisian, petugas polisi komuniti tidak
- 'mengandalkan kepada kekuatan pasukan/force tetapi dengan dialog dan
‘pendekatan persuasif. Untuk itn petugas polisi komuniti perlu memiliki
kemampuan dalam berkomunikasi dan memiliki pengetahuan yang cukup
“tentang suku bangsa dan ke sukubangsaan dengan berbagai masalah yang
mungkin akan dihadapi dalam masyarakat majemul Indonesia. Dengan
demilian perbedaan persepsi kavena ketidakmampuan petugas polisi dalam
- memahami masyarakat sukubangsa dengan berbagai kebudayaan mereka,
ticdak akan terjadi.

. Freedom..

Dalam pemolisian komuniti, masyarakat dibiarkan bebas untuk
mengemukakan pendapatnya dan dibiarkan untuk berbicara bebas
menenitukan apa yang dikehendakinya, menentukan apa yang terbaik
menurut mereka dalam kegiatan-kegiatan yang berkait dengan pemolisian
komuniti. Termasuk dalam bal ini kritik-kritik vang disampaikan
masyarakat terhadap kepolisian dalam melaksanakan tugasnya selama
ini. Petugas polisi komuniti berlaku sebagai pendengar yang baik untuk
kemudian bersama-sama dengan masyarakat dalam mencari pemecahan
masalah yang dihadapi mereka dan menentukan gaya pemolisian yang
sebenarnya tepat dilakukan dalam lingkungan komuniti tersebut,
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d Pamermsth

Pemolisian komumt; melihat masyara}\at udak h'mya sebagai obyek belaka
dalam kegiatan-kegiatan pemolisian. Pada masa lalu masyarakat hanya
merupakan obyek bahkan boleh dikatakan seperti bawahan yang terikag
hirarki, yang hanya menerima saja apa yang dikatakan para petugas

+kepolisian. Dalam pemolisian komuniti, petugas polisi komuniti
s Imenganggap masyarakat sebagai partner atan rekan mereka dalam
- .menyelesaikan masalah-masalal sosial yang terjadi di dalam lingkungan

... kehidupannya.. Sebagai. partner .atau rekan, maka sebenarnya dalam
- pemolisian komuniti, antara petugas polisi komuniti dan warga masyarakat
& lﬂmempakan dna plha.k yang sederajat, yang memiliki kemampuan sama

s :ddn hak yang sama dalam menemukan pemohsmn yang dilakukan daiam .
i hngkungannya :

e Accquntabhhly

Pemolisian komuniti merupakan tanggung-jawab semua pihak yang tidak
hanya merupakan tanggung jawab polisi semata, tetapt juga melibatkan
masyarakat, politisi, dan para akademisi yang berada di kampus- kampus
perguruan tinggi, dengan kontribusi masing-masing sesuai dengan
kapasitasnya atau kedudukannya. Di pihak kepolisian, pertanggung-
jawaban tidak hanya dalam melaksanakan tugas, tetapi pertanggung-
Jjawaban juga ditunjukkan dalam bentuk transparansi dalam pembuatan
kebijakan, yang artinya kebijakan-kebijakan yang berkait dengan publik
harus mampu dipertanggung-jawabkan oleh polisi mengenai pertimbangan-
pertimbangan sehingga memilih kebijakan tersebut, ang ggaran yang
digunakan, siapa petugas pelaksananya bahkan sampai kepada
pertanggung-jawaban kehidupan pribadi seorang polisi sebagai seorang
pejabat publik.

f. People.

Pemolisian komuniti rmerupakan pemolisian yang mengutamakan
kepentingan orang banyak atau masyarakat, bukan milik segelintir orang
warga masyarakat yang mampu membayar lebih untuk kebutuhan
pelayanan akan rasa aman. Pemolisian komuniti adalah untuk
memanusiakan manusia sehingga memberikan apresiasi yang tinggi
terhadap hak asasi manusia untuk memperoleh perlindungan dari negara
akan hak-haknya sebagai warga negara. Sehingga pendekatan yang
dilakukan petugas kepolisian dalam melaksanakan tugasnya merupakan
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' :.pendekatan yang lebih manusiawi, yang menyadari akan hak-hak tiap -
- warga negara untuk memperoleh perlindungan dari petugas polisi.

5. '_ Penump _ _ _
Pemohsian komumn atau commumty pohcmg, menurut saya mempahan masa
depan_ pamohs;an yang harus dilaksanakan oleh Polri dalam rnenghadapi
_ inasy&{akat_majemuk Indonesia, yang cendernng untuk terlibat dalam berbagai
: -konﬂik ymw sﬂiﬁg menghancurkan-dan mengarah, kepada disintegrasi bangsa.
.Pemohs;an ini chmasa depan tidak hanya merupakan kebijakan Kapoln saja, tetapi
Hl["lll_]adl k{ibi_]dkaﬂ pemerintah pusat seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah.

© . Kebij al_c_a_z} tersebut dapat dibuat dalam bentuk undang-undang yang mendampmgx T

undang-undang tentang pemerintahan daerah, atau bentuk kebijakanlain dibawah
undang-undang tetapi mengikat secara nasional seperti dalam bentuk peraturan
pemerintah atau keputusn Presiden. Sebab bagi saya, bila hanya berdasarkan
kebijakan Kapolri saja akan menjadi riskan untuk diganti lagi oleh pejabat baru
Kapolri, sehingga tidak akan ada kontinuitas dalam pelaksanaannya.
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